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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan judul 

Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa langka Di Kabupaten 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta: 

1. Kepastian hukum dapat tercapai karena suatu peraturan telah 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, bahwa BKSDA (Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam) telah melakukan berbagai upaya untuk 

melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal 

tersebut dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

terkait seperti kepolisian daerah setempat. 

Beberapa tindakan illegal juga telah dilakukan penanganan 

dengan baik dan mendapatkan suatu kepastian hukum guna 

mencegah dan mengurangi tingginya penjualan illegal terhadap 

satwa yang terancam kepunahannya. Sehingga dapat disimpulkan 

telah tercapainya sebuah kepastian hukum. Dengan adanya 

penanganan pada perkara-perkara terkait penjualan illegal satwa 

dilindungi, maka tercipta sebuah kepastian hukum sebagai tolak ukur 

pelaksaan suatu peraturan perundang-undangan. Tercapainya 
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suatu kepastian hukum, dapat menciptakan efek jera bagi para 

pelaku penjualan satwa secara illegal. 

 
 

2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan satwa langka di 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam melindungi satwa yang terancam 

punah dikarenakan tuntutan ekonomi yang sangat mendesak 

mengingat masyarakat di daerah Kabupaten Sleman tergolong 

masyarakat dengan tingkat ekonomi yang dapat dikatakan kurang 

dalam segi finansial, sehingga banyak masyarakat yang mencari 

penghasilan tambahan dengan melakukan pekerjaan yang illegal 

serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku 

perdagangan satwa dilindungi secara ilegal yang tidak mematuhi 

aturan yang berlaku. 

BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta 

khususnya Polisi Kehutanan sering kesulitan untuk masuk atau 

mengucap khususnya peredaran TSL (Tumbuhan Satwa Liar) yang 

dilindungi yang penjualannya dilakukan melalui media sosial seperti 

Facebook. Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak 

dapat mengantisipasi tingginya pembangungan di Kabupaten 

Sleman dengan tidak diimbanginya pelestarian habitat dari Burung 

Anis Merah (zoothera citrina) tersebut. Sehingga hal tersebut 

mengakibatkan berkurangnya populasi dari Burung Anis Merah 

(zoothera citrina). 
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B. Saran 

 

Saran yang diambil dari tesis yang berjudul Kepastian Hukum 

Dalam Perlindungan Satwa Di Kabupaten Sleman Daerah 

IstimewaYogyakarta adalah diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan telaah dan juga bahan pembelajaran bagi 

para akademisi hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) melakukan pelaksaan peraturan perundang-undangan atau 

perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Kemudian, dalam 

melaksanakan tugas perlindungan dan pengawasan di Kabupaten 

Sleman, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

Yogyakarta disarankan untuk mengambil langkah-langkah lebih 

tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam Kawasan 

Konservasi Sumber Daya Alam, khususnya dari pelaku perdagangan 

satwa dilindungi secara ilegal yang masih sering kali terbukti 

menjual dan menampilkan satwa langka di pasar hewan atau melalui 

media social dengan melakukan jual beli satwa langka. 

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan 

masyarakat terhadap konsep konservasi, Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta disarankan melakukan sosialisasi 

yang lebih intensif dengan melibatkan berbagai pihak. Tujuannya 

agar pesan konservasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik 

oleh masyarakat. 
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Aparat penegak hukum perlu menjalin kerjasama yang 

berkelanjutan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) Yogyakarta, khususnya dalam hal pengawasan dan 

penindakan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki 

pemahaman hukum dan menyadari pentingnya konservasi atau 

perlindungan satwa langka. 

Peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya memenuhi asas 

kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada masih 

belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat maupun 

dinas terkait. Hal tersebut menjadi salah satu faktor masih 

banyaknya jual beli satwa langka dan terancam punah baik di media 

sosial maupun pasar hewan gelap dan pasar hewan yang dikelola 

oleh pemerintah. 
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